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Pendahuluan

* Sidoarjo memiliki keberagaman sosial dan ekonomi, namun pertumbuhan
ekonomi tidak selalu meningkatkan kesejahteraan anak-anak, terutama
anak jalanan yang rentan terhadap eksploitasi.

* Anak-anak memiliki hak atas pendidikan yang baik, aman, dan sehat,
namun praktik mengemis masih meresahkan karena mengancam
kesejahteraan fisik, psikologis, dan sosial mereka.

* Meskipun ada upaya hukum untuk melindungi anak dari eksploitasi,
seperti yang terjadi di Sidoarjo, evaluasi efektivitas perlindungan hukum
diperlukan, terutama dalam konteks budaya mengemis di wilayah
tersebut.




Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

* Bagaimana perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak di bawah
umur yang dijadikan pengemis di Sidoarjo ¢




Penelitian Terdahulu

e Y“Evaluasi Kebijakan Penanganan Gelandangan (Studi Kasus Peraturan Daerah
Kota Semarang No. 5 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan, Anak
Jalanan, Dan Pengemis Di Kota Semarang”

e "“Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Di Bawah Umur Sebagai
Pengemis Oleh Orang Tua Di Kabupaten Pekalongan”

e YAnak Jalanan Dan Upaya Perlindungannya: Studi Peran Dinas Sosial Kota
Malang
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Metode Penelitian

Jenis penelitian menggunakan metode Yuridis Normatif,

Dalam penelitian ini menggunakan dua data yaitu :

d. Bahan hukum primer

- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2022

- Peraturan Daerah Sidoar

L. Bahan Hukum Sekunder

- Lens.org

- Google Scholar




Hasil dan Pembahasan

A. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah upaya hukum yang dilakukan oleh aparat
penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara mental maupun
fisik, dart gangguan dan berbagai ancaman dari pinak manapun.

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh
pemerintah dengan fujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran.

2. Perlindungan Hukum Represif

Upaya perlindungan hukum represit dilakukan setelah terjadi pelanggaran
hukum. Yang berfokus pada penegakan hukum dan rehabilitasi.




Hasil dan Pembahasan

B. Penjelasan Umum tentang Anak

Anak adalah seseorang yang sedang mengalami masa
perkembangan fisik, mental, dan emosional. Dalam hukum
Indonesia, anak-anak didefinisikan selbagai mereka yang belum
mencapai usia delapan belas tahun, termasuk anak yang masih
dalam kandungan.




Hasil dan Pembahasan

C. UU No 35/2014 Tentang Perlindungan Anak

UU No 35/2014 memberikan perlindungan bagi anak anak dari segala bentuK
eksploitasi baik ekonomi maupun seksual. Pasal 13 UU ini menegaskan hak anak untuk
terlindungi dari penyalahgunaan dalam kegiatan ekonomi dan pekerjaan yang berbahaya,
sementara Pasal 59 menekankan tanggung jawab pemerintah dan lembaga terkait dalam
memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak yang tereksploitasil.

Meskipun demikian, implementasi UU ini masih menghadapi tantangan, termasuk
kurangnya koordinasi antar lembaga dan rendahnya kesadaran masyarakat. Untuk
memastikan penanganan yang efektif, diperlukan pelatihan bagi penegak hukum dan
pekerja sosial serta peran aktif masyarakat dalam melaporkan pelanggaran hak anak
sesuai Pasal 72. Dengan pendekatan holistik, dihnarapkan hak-hak anak dapat terlindungi
secara optimal dan kasus eksploitasi anak dapat diminimalisir.
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Hasil dan Pembahasan

D. Peraturan Bupati Sidoarjo No 7/2022 Tentang Kedudukan Susunan
Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kab. Sidoarjo

Eksploitasi anak di bawah umur adalah masalah serius yang memerlukan perhatian
pemerintfah dan masyarakat. Peraturan Bupati Sidoarjo No. 7/2022 memberikan dasar
hukum bagi Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo untuk melindungi anak-anak dari praktik
eksploitasi. Dinas Sosial bertugas melaksanakan kebijakan daerah di bidang sosial,
mengkoordinasikan program pemberdayaan, serta memberikan bantuan dan layanan
rehabilitasi.

Pentingnya kerjasama dengan instansi terkait seperti kepolisian, lembaga pendidikan,
dan organisasi masyarakat, serta upaya identifikasi dan intervensi dini, menjadi kunci dalam
pencegahan dan rehabilitasi. Melalui edukasi, pemberdayaan ekonomi, dan penyediaan
layanan rehabilitasi, diharapkan masalah eksploitasi anak di Kabupaten Sidoarjo dapat
diminimalisir.

’N‘. . y E o goaysseer AR CUDIVErst tas o
' MS":D @ www.umsida.ac.id umsidal912 3 umsida1912 f Iy adiyals @ umsidal9i2




Hasil dan Pembahasan

E. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 2/2023 Tentang
Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 2/2023 bertujuan menciptakan lingkungan
ramah anak, memastikan anak-anak fumbuh dalam kondisi aman dan sehat, serta
melindungi mereka dari segala bentuk eksploitasi. Peraturan ini memberikan kerangka
hukum untuk mengatasi isu eksploitasi anak, seperti pengemis, melalui kampanye
kesadaran, program pendidikan, dan pengawasan pelanggaran hak anak. Meskipun
menghadapi tantangan koordinasi, peraturan ini menekankan kerja sama antara
pemerintah daerah, kepolisian, dinas sosial, dan LSM untuk penanganan kasus secara
efektif. Upaya berkelanjutan, peningkatan koordinasi, alokasi sumber daya, dan kesadaran
masyarakat diperlukan untuk mencapai fujuan perlindungan hak anak.
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Hasil dan Pembahasan

F. Kesesuaian antara UU No. 35/2014 dengan Peratura Bupati Sidoarjo No.
7/2022 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No.2/2023

Analisis menunjukkan bahwa UU No. 35/2014, Peraturan Bupati Sidoarjo No. 7/2022,
dan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 2/2023 memiliki keselarasan yang kuat dalam
memberikan perlindungan komprehensif terhadap anak dari segala bentuk eksploitasi. UU
No. 35/2014 menekankan perlindungan dan rehabilitasi anak yang dieksploitasi serta
tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Peraturan Bupati Sidoarjo No. 7/2022 memperkuat peran Dinas Sosial dalam
perlindungan anak dan pengurangan praktik eksploitasi melalui koordinasi dan
pemberdayaan sosial. Sementara itu, Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 2/2023
bertujuan menciptakan Kabupaten Layak Anak dengan memastikan lingkungan yang aman
dan sehat bagi anak. Semua peraturan ini sejalan dalam menetapkan tanggung jawab dan
mengutamakan koordinasi antara berbagai pihak untuk implementasi yang efektif. Namun,
tantfangan seperti koordinasi, keterbatasan sumber daya, dan kesadaran masyarakat masih
perlu diatasi untuk mencapai perlindungan anak yang optimal
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Perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak di bawah umur di
Kabupaten Sidoarjo telah diatur pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014
tentang Perlindungan Anak, Peraturan Bupati Sidoarjo No. 7 Tahun 2022
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, serta Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo
No. 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
Implementasi peraturan daerah di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,
memastikan perlindungan anak dilakukan dengan standar yang ditetapkan
untuk melindungi hak-hak anak dari eksploitasi. Namun, tantangan dalam
koordinasi, keterbatasan sumber daya, dan kesadaran masyarakat masih
perlu diatasi untuk memastikan perlindungan anak yang efektif
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